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Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat,
hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja
lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dalam proses
penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, melalui penyusunan Laporan Kinerja ini semoga dapat menjadi bahan
masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk
meningkatkan kinerjanya masing - masing di masa yang akan datang serta juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam
rangka terwujudnya kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur .

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Malili, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
_ ](/-}BUPATEN LUWU TIMUR
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Strategis Renstra Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKIP Tahun 2022 ini merupakan kewajiban dan
upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama Tahun 2022.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh
lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dukungan dunia usaha serta partisipasi
masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang
berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator
sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam
Renstra 2021 — 2025, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.
Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian
kinerja 2022 ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp 15. 367.803.150 dengan realisasi sebesar Rp. 13.898.112.757 tercapai

sebesar (90,44%) dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA OPERASI 14.169.332.690 12.750.460.652 89,99
BELANJA PEGAWAI 9.231.929.721 8.394.112.757 90,92
BELANJA BARANG 4.937.402.969 4.356.347.895 88,23
DAN JASA

BELANJA MODAL 1.147.858.560

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD, maka seluruh jajaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan
kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib

anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kabupaten



Luwu Timur untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-Rl. Dengan
diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP), maka diharapkan kinerja yang
dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak
vang herkepentingan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai pemegang
mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada
peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta
peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan
kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah
dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan
prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat,
meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan

serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang






1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk
melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selalu berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kabupaten Luwu Timur
yang telah ditetapkan.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vyang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan
pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi
perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Guna mewujudkan
hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

LAKIP BAPENDA 2022
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Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana pemerintahan
yang baik (good governance) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan
penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil
guna.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur didalam melaksanakan
tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan
perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur terhadap Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam

rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
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1.1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum vyang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022,

antara lain :

1y

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

LAKIP BAPENDA 2022
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10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1.. PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur awal mula terbentuknya adalah
merupakan peleburan dari OPD induk yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
Pendapatan Daerah mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam
menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap
keberadaan dan peranan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan lebih mampu
menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai
tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten
Luwu Timur.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka terhitung sejak Januari 2022,
Pendapatan Daerah berdiri sendiri berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur.

1.2.2 TuGAs Pokok DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Timur sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai
tugas membantu Bupati Luwu Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

|
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Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah;

Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan
daerah

Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Pelayanan administrastif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

AGIAN UMUM

DAERAH

SUB BIDANG PENYULUHAN KEBERATAN, DA!
REGULASI PENDAPATAN DAERAH MEF AN PAJ
RETRIBUSI DAERAH
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1.2.4 SUMBER DAYA
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 24 orang,
dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis

kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah

a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang (Tabel 1.1) :

NO - GOLONGAN |  JUMLAH
1 |PembinaTk I(VB) 8 o
2 Pembina (IV/a) 1
3 Penata Tk. I{lil/d) 7
4 Penata (Ill/c) 1
5 Penata Muda Tk. | (l/b) 7
6 Penata Muda (ili/a) 5
7 Pengatur Tk. 1 (I/d) - 1
8 Pengatur (ll/c) T - |
9 Pengatdf Muda Tk. | (lI/b) . -

10 Pengatur Muda (ll/a) . : -
own W

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 1.2) :

=
(o]

S.-2 (Pascé garjaha)

S-1 (Sarjana) . 16
D-1v
D-1il

D-Il

D-1

Wl N | ) R W N e

— JUM"’"",
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Komposisi Gender (Grafik 1.1) :

Komposisi Gender

c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 memiliki Sarana
dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

T'.lzn‘na.h- .

| Peralatan dan Mesin | 364Unit |  3.829.793.01542

Gedung:;_-ﬂan Bangunan | 2. 38814?6340,00
Jalan, Irigasi & Jaringan | 3Unit |  1.031.775.300,00
Konstruksi dalam | 1Umit |  13.875.000,00

ol wloN ol

Pengerjaan
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1. 2. 5. STRATEGIC IsSUE BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUwWU TIMUR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang
signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak
Daerah;

2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan
akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka
penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan;

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam

rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dariisu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk
menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai

persoalan yang akan timbul dikemudian hari.
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1. 2. 6. CASCADING KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN Luwu TIMUR




Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daersh

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN KEGIATAN

KEGIATAN

. KEGIATAN

KEGIATAN

LAKIP BAPENDA 20,







2.1. PERENCANAAN KINERJA
2.1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Agenda pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di bidang
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada misi keempat dalam
RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah “Terciptanya Kepemerintahan dan
Pelayanan Publik yang Lebih Baik”, dengan tujuan yang terkait langsung dengan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu : “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber — Sumber Belanja Daerah”, yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang,
serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Untuk dapat mengukurtingkat keberhasilan tersebut, maka ditetapkan indikator
pada tujuan yaitu “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan
Daerah)” dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan;

3. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai
kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan
pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan

Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Berikut matriks hubungan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 :
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TABEL 2.1 MATRIKS HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

‘Sasaran

Indikator Sasaran  Indikator : Program indikator

Meningkatkan Tingkat Meningkatnya Persentase Pengelolaan Persentase
Pendapatan  Kemandirian Pengelolaan peningkatan  Pendapatan tercapainya
Asli Daerah Keuangan Pendapatan penerimaan Daerah penerimaan
Dalam Rangka Daerah Daerah pendapatan Daerah pendapatan
Memperkuat (Rasio PAD daerah daerah
Pendanaan dibanding

Sumber - Pendapatan

Sumber Daerah)

Belanja

Daerah

2.1. 2. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah
Kebijakan, dimana strategi adalah langkah — langkah berisikan program — porogram indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Semenatra itu kebijakan adalan arah/tindakan yang diambil
oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran
dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat
tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan
ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan
dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

1. Meningkatknya Kinerja Pelayanan Bapenda
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Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran
akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan
Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke
dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan
arahan konkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan

rumusan strategi tersebut.

2.1. 3. KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Adapun Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda
3. Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda
4

Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapeda

2.1. 4. PROGRAM & KEGIATAN
Berikut kami jelaskan 2 (dua) Program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Outcome dari Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan
sesuai standar.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

QOutcome dari Program ini adalah Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah

Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase penyusunan dokumen perenacnaan,
penganggaran dan evaluasi tepat waktu
2.  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
QOutcome dari kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara

dengan baik
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3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Outcome dari kegiatan
ini adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah persentase rata — rata capaian kinerja administrasi
kepegawaian perangkat daerah

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase rata —rata capaian kinerja administrasi umum
perangkat daerah

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Qutcome dari kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang
terpenuhi

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase rata — rata capaian kinerja penunjang urusan
pemerintah daerah

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan
pemerintahan yang terpelihara dengan baik

9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah

2.1. 5. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah
dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya
yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam usulan rencana kegiatan yang sumber
pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan bahwa perencanaan
telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi baik
dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur.
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2.2. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja.

' q Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui

perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timur Tahun

2022 :

1 Meningkatnya
Pengelolaan pendapatan

Sasaran St‘l“'ategis

Indikator kinerja Target 2022

Persentase Peningkatan 95%
Penerimaan Pendapatan Daerah

daerah
Persentase Peningkatan 95 %
Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
Persentase Pertumbuhan PAD 10,20%

Terhadap Pedapatan Daerah
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1 Penunjang Urusan Pemerintanan Rp 12.267.464.560 APBD

Daerah Kabupaten/Kota
2 Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 3.100.3348.000 APBD

Jumlah | Rp 15.367.803.150

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan,

kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan
menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Timur.
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I1l. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

REALISASI |  CAPAIAN

- sAs s TARGET 2022
- s | e o

o : 2022 o
Meringkatnya = Persentase Pertumbuhan PAD  10,20% 1b36% | 10155%
Pengelolaan Terhadap Pedapatan Daerah
pendapatan
daerah

Persentase Peningkatan 95% 107,89% 113,56%
Penerimaan Pendapatan

Daerah

Persentase Peningkatan 95 % 104,91 110,43%

Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

. RaTARATACARRIAN 0 | 108,52%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 108,52%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap realisasi Tahun

2022 kebawah adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

TARGET | REALISASI TAHUN : CAPAIAN

e

| INDIKATOR KINERIA

Persentase

Pertumbuhan PAD

101,55%

Terhadap Pedapatan 10,209_%_ - '-19;_36_'%

Daerah

Persentase
Peningkatan o '-

_ * # . - 107,89% 113,56%
Penerimaan - 95% . =

Pendapatan Daefa_h

Persentase
Peningkatan _ o il _ ‘
ﬁenerimaan . 95% : e - - o 104,91 -110,43% .
PendapatanAsli'. ' | ' ' - - '

Daerah

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi
kinerja tahun sebelumnya tidak tergambar karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur baru terbentuk pada tanggal 31 Desember 2021 yang mana merupakan leburan
dari OPD induk yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri mulai pada tahun 2022.

3.1.2 EVALUASI & ANALISA CAPAIAN KINERJA

Agenda pembangunan ditinjau dari capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah
ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan
tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Adapun evaluasi dan analisis secara
rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :
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1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
Sampai dengan akhir Desember 2022, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain — lain Pendapatan Daerah yang
Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang ditetapkan.
Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

dan Tahun 2021

Tabel 3.3
Perbandingan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 & Tahun 2022 (IKU)

iﬁ:ﬁfﬁ ngg!: :S:::'\T REALISASI TAHUN REALISASI %
(2021) 2021 TAHUN 2022 REALISASI REALISAS]
1.549.649.873.412,52
TWI 284.883.725.659,62 271.259.896.904,93 17,49% 116,50%
TWII 580.759.945.040,06  £93.499.163.880,23 44,71% 99,36%
TW I 975.609.730.542,38 1.051.473.133.282,52 67,79% 96,84%
TW IV 1.549.649.873.412,52 1.744.359.867.610,61 107,89% 113,56%

. TARGETIKU1 | Reausss .-

95,00 % 107,89% 113,56%

Dengan rumus :

Realisasi Pendapatan Daerah

e X 100
Target Pendapatan Daerah

Rp. 1.744.359.867.610,61
e e . X100 = 107,85
Rp. 1.616.869.357.811,00
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Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 107,89% dari target yang

ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori

sangat baik.

Tabel 3.4

Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

ENPAAN .
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan
Lain — Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

LAIN — LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi
Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya

 TARGETP-APBD

1.616.869.357.811,00

325.302.193.230,00
189.380.000.000,00
4.833.681.025,00

23.740.807.304,00

107.347.704.901,00

917.997.542.629,00
197.842.828.926,00
502.553.133.000,00
217.601.580.703,00

373.569.621.952,00

49.102.000.000,00

187.835.890.084,00

121.884.706.868,00

14.747.025.000,00

 1.616.869.357.811,00

REALISASI

1.744.350.867.610,61
341.279.888.870,75
202.751.895.735,21
3.181.939.987,00

23.740.807.304.00

111.605.245.844,54

1.017.491.094.574,00
309.861.621.281,00
501.023.438.250,00
206.606.035.053,00

385.588.884.165,86

42.436.704.251,00

206.876.727.007,00

121.448.034.888,00

14.827.418.019,86
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2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2022, kinerja penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang
ditetapkan.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2022 dan Tahun
2021

Tabel 3.5
Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2021 & Tahun 2022 (IKU)

TA CAPAIAN TAHUN |

REALISASI |  Reausasi %  |%AGREGAT

TAHUN 2021 | TAHUN2022 | REALISASI | REALISASI

' 305.929.495.676,52
TWI 55.258.802.980,62  67.106.913.566,00  19,09%  127,27%
TW I 126.659.733.722,06  91.626.496.523,00  48,70%  108,22%
TW I 232.579.408.210,38  249.106.900.309,52  70,85%  101,21%
TW IV 305.929.495.676,52 341.279.888.870,75  104,91%  110,43%

REALISAS! |  capmiaw

O
95,00 % 104,91% 110,43 %

Dengan rumus :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X 100

:I:arget Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp. 341.279.888.870,75
Rp. 325.302.193.230,00

X100 =104,91
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Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 2 terealisasi sebesar 104,91% dari target yang
ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori
sangat baik.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka
Mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pembentukan Tim TP2DD
Kabupaten Luwu Timur

2. Mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan baik secara Intensifikasi dan
Ekstensifikasi

3. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)

4. Harmonisasi dan revisi kebijakan, melakukan percepatan proses revisi peraturan yang
belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah

5. Penguatan pengawasan dengan melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan
hotel yang terpasang alat transaksi system online (MPOS), pengawasan langsung
dimulut tambang dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan (MBLB) dan penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam
memenuhi kewajibannya

6. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui
sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai
dengan menggunakan ganal QRIS, pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi
pajak daerah dengan menggunakan QRIS, penginputan data update wajib pajak ke
Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time dan
sosialisasi Pelayanan Keliling (LAKELING) di setiap Kecamatan

7. Evaluasi Pendapatan yang dilakukan pertriwulan

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur membuat Inovasi untuk mencari soluasi
atau mengidentifikai lost penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur. Badan
Pedapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur membentuk Inovasi “SARTIKA” satu qris satu
unit kerja dengan tujuan :
1. Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pembayaran

2. Mengefisienkan administrasi dan menekan pemungutan
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3. Meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja
dalam pengelolaan pendapatan

Menjadikan inovasi ini lebih Efisien, Transparan dan Akuntabel

Menekan pembayaran tunai ke non tunai

Menyiapkan kanal QRIS untuk pembayaran

Menjadikan Kabupaten Luwu Timur daerah dengan berteknologi tinggi

L =

Mewujudkan Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) Kabupaten Luwu

Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur) Tahun Anggaran 2022

. JENIS PUNGUTAN REALISASI

PAJAK DAERAH 189.380.000.000,00 202.751.895.735,21

RETRIBUSI DAERAH 4.833.681.025,00 3.181.939.987,00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 23.740.807.304,00 23.740.807.304.00
DAERAH YANG DIPISAHKAN

LAIN -LAIN PENDAPATAN ASLI 107.347.704.901,00 111.605.245.844,54

DAERAH YANG SAH

| 325302193.230,00 341.279.888.870,75

3. Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah

Rumus :

Realisasi PAD (Tahun n-1)
Realasasi PAD Tahunn

X 100
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Rp. 341.279.888.870,75~
Rp. 305.929.495.676,52
Rp. 341.279.888.870,75

X100 = 10,36 %

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 3 terealisasi sebesar 10,36% dari target yang
ditetapkan yaitu 10,20 %, sehingga capaian kinerja (performance gap) mencapai 101,55 %
masuk dalam kategori sangat baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok

dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan :

Tabel 3.7 Komposisi Belanja Bapenda Kabupaten Luwu Timur TA. 2022

1 TAHUN 2022
URAIAN BELANJA !-.__..___.___..'_....______..___.._-.___....,: L e e
- : I ANGGARAN REALISASI
! .I' |
BELANJA OPERASI 14.169.332.690,00 12.750.460.652,00 89,99
Belanja Pegawai 9.231.929.721,00 8.394.112.757,00 90,92
Belanja Barang dan
4.937.402.969,00 4.356.347.895,00 88,23
Jasa
BELANJA MODAL 1.198.470.460,00 1.147.858.560,00 95,78
Belanja Modal &1 _
1.198.470.460,00 1.147.858.560,00 90,44

Peralatan dan Mesin

15.367.803.150,00  13.898.319.212,00

Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja daerah
sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.8

Realisasi Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran 2022

| Program/Kegiatan / Sub |

Kegiata

. Alokasi Anggaran

Realisasi

Lebih/(Kurang)

Perencanaan, Penganggaran

| undangan

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 68.794.000 66.230.340 96,27 (2.563.660)
4 | Penyusunan Dokumen 50.902.000|  48.445.830| 9517  (2.456.170)
Perencanaan Perangkat Daerah . i e
:_ Koor’dinasi 'da-ﬁ-.Pér'wus.'un'an : . e ., . .. e
_2-'_Dokumen RKASKPD 3002000 298929 __9{9,58_ 7 (12.7_;9}
| Koordinasi dan Penyusunan ‘ g ]
3 oonbs . 3.000.000 72._95‘9.733_9 . 98___564-_ . (_4.0.5?9)
a | el hiniera et 11890000/  11.835.890| 9954  (54.110)
AfmnEE Keuatigsn 9.286.016.721  8.432.520.497| 90,81  (853.496.224)
Perangkat Daerah
1 z:;"e‘*'aa" RapsE g 9.155.945.721| 8.317.697.757| 90,84|  (838.247.964)
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2 | Pengujian/Verifikasi Keuangan 34.662.000 33.006.920 95,23 (1.655.080)
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
g | EARCHENEeUsngIn 95.409.000 81.815.820| 85,75 (13.593.180)
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik ;
Oasctlpadi Peraa ket Dasveli 13.581.000 13.576.150| 99,96 (4.850)
Penatausahaan Barang Milik
1 Daerah pada SKPD 13.581.000 13.576.150 99,96 {4.850)
TSR A SRR 396.207.259 352.366.995| 88,94 (43.840.264)
Perangkat Daerah kil W : PR
1 | PenGamaen dan Pengoishen 40.642.259 35.601.840| 87,60 (5.040.419)
Administrasi Kepegawaian
i SRRkl 23.105.000 23.095.000| 99,96 (10.000)
- undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
3 | Peraturan Perundang - 332.460.000 293.670.155 88,33 (38.789.845)
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Administrasi Umum Perangkat

Distiets 769.510.600 724.310.319 94,13 (45.200.281)
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 25.300.000 24.487.000 96,79 (813.000)
Kantor
Penyedisan Perastan.qan 2.182.000 2.164.000| 99,18 (18.000)
Perlengkapan Kantor
p 5 Gl

RO SR e 5.131.000 5.036.850| 98,17 (94.150)
Kantor
ErReRiat RAMNES-Cln G 158.411.000 157.877.840| 99,66 (533.160)
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - 3.720.000 1.300.000 34,95 (2.420.000)
undangan
sk Kt TR 11.250.000 10.747.500| 95,53 (502.500)
Penyelenggaraan Rapat
Keordinasi dsn Rahititeas SKED 563.516.600 522.697.129 92,76 (40.819.471)
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 1.198.470.460 1.147.858.560| 95,78 (50.611.900)
Daerah
Fangadaan Misbel 82.823.000 82.648.000| 99,79 (175.000)
Pengadaan Peralatan dan Mesin | | 1,¢ 017 460|  1.065.210.560| 9548|  (950.436.900)
Lainnya
FROVORI 00 BN 258.954.520 222.347.560| 8586  (36.606.960)
Urusan Pemerintahan Daerah
Panyedisan i it Memyurt 26.154.520 25.390.500| 97,08 (764.020)
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Aie dan Listrik 201.000.000 165.157.060 82,17 (35.842.940)
FRnySEART MO FRinyanan 31.800.000 31.800.000| 100,00 0
Umum
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 275.930.000 209.212.880, 75,82 (66.717.120)
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

. 54.920.000 42.693.880 77,74 (12.226.120)

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
FemAShatann Peraiatan dan 176.010.000 121.522.000| 69,04 (54.488.000)
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan 45.000.000 44.997.000 99,99 (3.000)

Lainnya
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COST PER OUTCOME

1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.100.338.590 2.729.895.911 88,05 (370.442.679)
P P lolaan Pajak
T it i e 131.532.000|  131.011.850| 99,60 (520.150)
Daerah
Analisa dan Pengembangan
2 | Pajak Daerah serta Penyusunan 313.426.000 259.699.389 82,86 (53.726.611)
Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan & 947 750 99,55 1.161.950
3 Kebijakan Pajak Daerah 257.379.000 256.2177 k (1.161.250)
Pendataan dan Pendaftaran S5 845 GD 9496 98.920
4 | Objek Pajak Daerah 239.031.600 238.932. ‘ (98.920)
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
5 | Perkotaan (PBB-P2) serta Bea 1.319.547.590 1.010.012.400 76,54 (309.535.190)
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Daerah
6 269.265.400 268.910.400 99,87 (355.000)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak
7 4 / 44.939.000 44.852.600 99,81 (86.400)
Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data 12.133.915 98.52 § GRINER
8 Pelaporan Pajak Daerah 113.817.000 112.133. ! (1. .085)
Penagihan Pajak Daerah
9 411.401.000 408.124.927 99,20 (3.276.073)

| 15.367.803.150 | 13.898.319.212 | 90,44 | (1.469.483.938)
| ‘ ‘
| |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan

sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang

dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran

berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan

setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.
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Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan
pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 : Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2022

SASARAN | INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Meningkatnya Persentase 95%  107,89% 113,56% 3.100.338._590 2.729.895.911 88,05%

Pengelolaan Peningkatan
pendapatan Penerimaan
daerah Pendapatan

Daerah

Persentase 95 % 104,91 110,43%
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan

Asli Daerah

Persentase 10,20% 10,36% 101,55%
Pertumbuhan

PAD

Terhadap

Pedapatan

Daerah

TOTAI;BELANJA 15.367.803.150 | 13.898.319.212 | 90,44
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Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program Tahun 2022
(yang mendukung capaian sasaran strategis)

Program Pengelolaan 3.100.338.590 2.729.895.91] 88,05 %
1 Pendapatan Daerah

100338590 | 2.729.895.911

3.2.2 ANALISIS EFISIENSI

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi
tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :
a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;
b. dan Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang
juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan
berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk
mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh
serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Rincian analisi efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :
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Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Per Sasaran

% | %

indikator kinerja |  Capaian | Penyerapan

: o Kinerja. | Anggaran
“ 1 Meninktya Persentase | 113,56% 88,05% 11,9%
Pengelolaan Peningkatan
pendapatan Penerimaan
daerah Pendapatan

Daerah

Persentase 110,43%

Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Persentase 101,55%

Pertumbuhan

PAD Terhadap

Pedapatan

Daerah

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan

indikator persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah, persentase
peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, persentase pertumbuhan PAD terhadap
pendapatan daerah tercapai sebesar 11,95% dari anggaran (Rp 3.100.338.590,00) pada

1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas
utama yang dituangkan ke dalam sasaran dengan indikator kinerja telah dilaksanakan
seluruhnya, adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada

tabel berikut :
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Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Target Akhir

Realisa_si A Tingkat

Sasaran strategis 1ndika'.£_0.t’ ki‘n’erja Renétfa i e
: e L . - {Th. 2022) | Kemajuan
(2022) Lo

. Meningkatnya Persentase . 95% 10'7;89 : 113,56%
Pengelolaan Peningkatan

pendapatan daerah Penerimaan

Pendapatan Daerah

Persentase 95 % 104,91 110,43%
Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Persentase 10,20% 10,36% 101,55%
Pertumbuhan PAD

Terhadap Pedapatan

Daerah
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. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun guna memenuhi salah satu prinsip good
governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta
faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal
yang controlable maupun sisi eksternal yang uncontrolable dapat dijadikan feedback bagi
upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah untuk
Realisasi menunjukkan persentase sebesar 107,89% dan telah melebihi target yang
telah ditetapkan yaitu sebesar 95,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (Performance
Gap) sebesar 113,56%;

2. Pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 104,91% dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar 95,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (Performance
Gap) sebesar 110,43%;

3. Pada Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah
untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 10,36% dan telah melebihi target yang
telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 10,20% sehingga Rasio Capaian
Kinerjanya (Performance Gap) sebesar 101,55%;

4.2 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan
pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal,
yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah semakin tinggi, hal ini
tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang

sah (Kontribusi BUMD), dimana penerimaannya relatif tidak berkembang;
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Tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi,
apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi untuk menggangu tingkat
kepatuhan/sadar pajak;

Operasional pelayanan berbasis teknologi informasi, belum diimbangi dengan
unit/kelompok khusus untuk menjawab dan mengelola keluhan masyarakat.

4.3 . LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja untuk pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1

Melaksanakan usulan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur terkait
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah yang implementasinya akan dilaksanakan pada tahun
2024;

Menyesuaikan  target pendapatan  daerah  secara  terencana, dengan
mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian
nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian
masyarakat;

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk
melakukan penagihan pajak secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi
informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak
swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasaranan pendukung
pelayanan;

Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam undang-undang;

Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak melalui
program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk
menciptakan masyarakat Luwu Timur yang taat membayar pajak (sustainable

compliance);
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Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan
berbagai pihak vyang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil
pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur. Dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur akan
melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi
dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu penyangga
pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud
peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan
reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan
harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.
Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi
tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi
bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan pembangunan

Luwu Timur.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - MUHAMMAD SAID, SE.MM
Jabatan - KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M. Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 19 Oktober 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI LUWU TIMUR, KEPALA BADAN,

BO’L/“’\ \- / |

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd MUHAMMAD SAID.SE.MM




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No |  SasaranStrategis | Indikator Kinerja _ Target |
™ ] @ ’ (3) (@)

| 1‘ Meningkatnya pengelolaan Persentase pertumbuhan PAD 10.20 %

' pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah : ’
B R S
Persentase peningkatan
penerimaan pendapatan i 95 %
~ |daerah |
Persentase peningkatan E
| penerimaan Pendapatan Asli 95 %
N Daerah
Meningkatnya kualitas dan f ’

2  pencapaian kinerja penyelenggaraan | Nilai SAKIP perangkat daerah | 60.00
| urusan perangkat daerah B D
No ~ Nama Program Anggaran (Rp) |
ST [ W W =T 1 i

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.267.464.560,00 |
Kabupaten Kota |

2| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3100.338.590,00 |

JUMLAH | 15.367.803.150,00 |

BUPATI LUWU TIMUR,

5&/\

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malil, 19 Oktober 2022

Kepala Badan,

N\

MUHAMMAD SAID,.SE.MM

—————




PEMERINTAH KABGPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. Saekarno Hatta No. ..... Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

MALILI, 92981

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH

a.

1.

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :09 Tahun 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor §578) sebagaimana
telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomeor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah




Menetapkan

PERTAMA

(Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5679).

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/0S/M.PAM/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama
di lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator
Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja
Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun
Dokumen Penetapan Kinefja, menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja



KEDUA . Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .

KETIGA - Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal . 19 Oktober 2022

Kepala Badan,

MUHAMMAD SAID, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk |
NIP 19790313 200502 1 010



Nama Organisasi
Tugas Pokok

Fungsi Utama

BADAN PENDAPATAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang
keuangan vang menjadi kewenangan daerah dan fugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangann

Parumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, psmantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan

pendapatan daerah

Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah

Perumusan pstaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pelayanan administratf dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapalan Daerah

indikator Kinerja Utama 2021-2026 BAPENDA

terhadap pendapatan daerah

Realisasi PAD Tahun n

NO SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN FORMULAS! PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 |Meningkatnya pengelolaan 1 |Persentase peningkatan Persen Laporan Realisasi Bidang Perencanaan dan
pendapatan daerah penerimaan pendapatan Realisasi pendapatan daerah  y 10p Pendapatan daerah Pengembangan Pendapata
daerah Targe! pendapatan dasrah Daerzh, Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah, Bidang
2. |Persentase peningkatan |Persen PBBPZ dan BPHTB
penerimaan Pendapatan Asl Realisasi PAD 149
Daerah Target PAD
3. |Persentase pertumbuhan PAD |Persen Realisasi PAD (Tahunn-1) 4 100




Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2021-2026

v{si enstr : Kabupate anBerkIan]utan dan elh Mj nas Ial aa dan Budaya

o 1 2 3 & & 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 39 21
Meningkatkan Meningkat Persentase 95
Pendapatan Asli nya peningkatan 95.00 2,858,087,990 3520 2,884, 400,000 9540 2,912,700,000 95.60 2,940, 200,000 95.80 2,969,200,000 39580 14,565,587,590
Daerah dalam Pengelolaa | penerimaan
rangka n pendapatan
memperkuat Pendapata daerah
pendanaan sumber | nDaerah
sumber belanja
daerah
4 PROGRAM Persentase 905§
PENGELOL tercapainya 3,301,208,731 go.5o 2,848,087,990 9100 2,885, 400,000 9150 2,912,700,000 9200 2,940,200,000 9250 2,969,200,000 3250 14,565,587,990
AAN penerimaan
PENDAPAT | pendapatan
AN daerah (Persen)
DAERAH
004 01 Kegiatan Persentase
Pengelolaa | realisasi 3,303,208,731 97.20 2,858,087,590 9750 2,885, 400,000 97.70 2,912,700,000 97.90 2,940,200,000 9820 2,969, 200,000 14,565,587,990
n Optimalisasi
pendapata potensi Pajak
nDaerah Daerah terhadap
target potensi
Pajak Daerah
(Formulasi :
realisasi
optimalisasi




potersi Pajak
Daerah dibagi
target potensi
Pajak doerahdlkali
200%)

Persentasq
Raulisey) Pajak
dagrah ncn PEB
SHPHATE
tarhadap targat
Pajak Dyorah non
PBB & BPHATB{
Formulasl:
Reallsasi Pajak
DasrshNon?PB8
BBPHATE di bag!
target Pajak
daerah non FEB
ABHATE

204, 01,01

Perencanaa

n
pangeiclaa

npajak
dagrah

Jurnlzh dokumen
PArencanaan
pangalafzan
pandapatanyzng
disusun {dokuman)

112,682,000

400

115,000,000

117,000,060

115,000,000

122,000,000

585,682,000

004, 01,10

Penefitian
dan
Verifikasi
Data
Pelaporan
Pajak
Dazrah

Jumlah faporan
realizasi
penarimaan
pendapatan
daerah {laporan}

Jumfah barita
acara rekansiliast
penerimagn
ratrbusi dan pajak
daarah (berita
acara)

242,850,975

1200

a64.00

143,755,000

11.90

264.00

146,700,000

13,00

264.00

149,700,000

11co

26500

152,700,888

11.00

264.00

155,800,000

748,655,000

€04, 01.05

Pendatzan
dan
Pendaftara
n Objek
Pajak
Dasrah

Jurntah walib pajak
daerah (non PBE)
yang terdata
{Wajib Pajak)

174/017,548

189,356,600

130.00

193,200,000

147,100,000

145.00

203,100,000

150.00

208,200,000

985,956,600




©04. 01,09

Pefayanan

Persentase jJumlah

63,723,739

53,300,000

s4600,000

dan kasus pendapatan Bro0 50,115,000 8B8.00 Hg.00 52,409,000 90.00 £3,590,000 gioo 262,019,000
Konsultasi dearah yeng
Pajak tarfasilitasi
Daetah {Pertén}
A04.01. €3 Penyuluhan Prrsuntase o 273,400,600 183,199,000
dan meningkatnya 8o.00 168,945,000 B3.00 B5.00 175,900,000 .00 175,590,000 Bg.00 B79,945,000
Penyebariu keapatuhan wajib
asan pafsk (Persen)
Kebijakan
Pajak
Daerzh
004 01, 08 Penatapan Jumlah wajib pajak 397490740 258,600,000 362,600,000
Wajib Pajak | daerah (nanPBB) 130.00 157,237,400 140,00 15,00 255,900,000 150.60 263,200,000 155.00 1,399,527,400
Daerah yang ditatapkan
(Wajib Pajak)
004 01, 02 Analisa dan Jumfah ragulast 211,687,956 173,200,000 181,800,000
Fengemba pendapatan 5.00 167,830,000 §.00 6.00 174,795,000 6.00 175,200,000 .00 873,739,000
ngan Pajak daerahyeng
Daerah, disvaun{dckuman}
serta
Penyusuna
n Kebijakan
Pajak
Daerah.
804.01. 31 Panzgihan Jumlah Dokumen 473,868,087 364,500,000 370,300,000
Pajak Panaglhan Pajak 9700 562,643,000 48.00 $3.00 366,480,000 g8.ee 369,300,000 93.00 1,B32,041,060
Daarzh Daarsh {dokumen)
804 01. 07 Penilaian Jumlsh PBE P2 2,831,573, 326 1,423,680,000 1,433,900,600
Pajak Bumi yang ditetapkan 11k, 006, 3,495,.433,999 14,0000 115,000, 2,429,608,000 116,000 +,426,700,000 117,000.0 7:098,131,590
dan {Dbjek Pajak) oo ) oo .08 )
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
{PBBP3}
sertaBea
Perolehan
Hak atas
Tenahdan
Bangunan

(BPHTE)




Meningkat Nilal saxIP 9,54%,500,000
nyakualitas | Perangkat 60,06 0,409,715,126 6100 9,550,600,000 6400 9,579,5c0,000 6500 9,820,000,000 -F-1-] 66.00 48,292,516126
dan Daerah
pencapaian | {Nilai)
kinerja
penyalengg
arazn
urusan
perangkat
doerah
EY PROGRAM Persentasa 9,942,500,000
PENUNJAN panunjang vrusan 55.00 0,409,715,226 45.50 9,550,608,000 g6.00 9,579,600,800 96.50 g,810,000,080 97.00 g6.00 48,292,415,126
GURUSAN | perangkstdaerah
PEMERINT barjalen sesual
AHAN standar ('9t)
DAERAH
KABUPATE
NKOTA
001,01 Perencanaa Penentasa 64,300,000 8oy 700,000
n, panyusunan 100.00 65,794,000 100.50 100.60 73,500,850 160.00 76,709,600 100.00 365,394,000
Pengangga dokuman
ran, dan perancanaan,
Evaluasi penganggaran &
Kinerja wvaluas tepat
Perangkat wakty {"9)
Daarsh
ool 01,03 Koordinasi Jumlah dok 3,600,000
dan RKA- SKPDvang 1.00 3,002,000 1.0 3,100,000 1e0 3,408,000 1.00 3,600,000 1.00 17,002,000
Penyusuna disusun Tepat
n Dok v | wiaktu (Dok
RKA-SKPD
001, 01, 01 Pany Jurnlah Bk 51,600,000 £5,990,00¢
nDckumen | Perargansan 300 49,057,000 3.00 3.00 54,200,000 3.00 57,000,000 3.00 273,757,900
Perancanaa | PerangkatDascah
n {dokumaen)
Perangkat
Dasrah
001, 91, 07 Evalvas| Jumiah dokuman 13,300,000 13,200,000
Kingrja wvalvasl kineda 0,00 10,735,000 10,00 10.00 11,900,000 10,00 12,500,000 10.00 59,635,000
Perangkat pelayanan
Daerah perangkatdaerah
yang disusun
{Dokumen)
Q01 01,04 Koordinasi Jumiah dokumen 1,860,000
dan DPA. SXPD yang 100 3,000,000 1.00 3,200,000 1.00 3,400,000 1.00 3,500,000 180 17,000,000
Penyusurna disusun Tepat
nDPA. Wektu{Dokumneny

SKPD




@01, 92 Administra Persentase 7/633,800,000 T1540,000,000
sb administrasi 6.6 7:514,032,484 06.80 §7.00 7,634,200,000 57.20 7,835, 400,800 97.50 38,557,433.454
Keuangan kevargan yang
Perangkat tarselenggara
Daerah dengan baik {"¥)
©01.02.01 Penyediaan Jumlah ASNyang 7,500,000,000 7,800,000,000
Gajidan gajl dantunjangan 19.00 7,382,951, 484 32.00 j3.00 7.500,000,000 34.00 7,799,000,000 3400 37,883,951,48,,
Tunjangan tarbayarkan
ASN (Orang})
001,02, 07 Koordinzsi Jumiah defumen 97.400,000 160,000,600
dan [aporan kevangan igee 95409,000 15.00 19.00 98,000,000 15.00 99,400,000 19.00 490,209,600
Peny bul P
nlaporan nfsemesteran
Keuvangan SKPDyang
BulznanfFa disusum Tepat
wulanan/Se Waktu (Dokumen)
mesteran
SKPD
Qo1,02,03 Pelaksanaa | Pamentase 35,490,000 40,000,000
n penyaleeaian 97.00 34,663,000 97.20 97.40 36,200,000 oa7.60 37,000,000 g7.80 183,262,000
Penatawsah | dokumen
asndan penatausahaan
Penguiien] dan
Verifikas! pangujlanvarifikay
Kauangan | keuangan SKPD
SKPD {8
ool &3 Administra Persentasea BMD 12,700,000 13,500,000
siBarang yang 58.00 12,382,448 9820 gl.p0 13,000,000 ¢8.60 13,300,000 5880 64,981,448
Milik Ciladminlstrasikan
Daerah sasusl standar {'34)
pada
Perangkat
Daerah
Q01,0306 Panatausah Jumigh dakuman 12,300,000 13,500,000
aan Barang laporan Lo0 13,381,448 400 %.00 12,000,000 400 13,309,000 400 65,991,448
Milik penatausthasn
Daerah barang milik
pada SKPD | daerah pada SKPD
yang diswsun

(Dokumen)




0L 05 Administra Persentass Rara- 237,400,000 252,400,000
si rata Capaian $5.00 232,621,259 95.20 a5.40 242,300,000 g5.60 247,300,000 95.80 1,312,023,159
Kepegawai kinerja
an Administrasi
Perangkat Kepegawaian
Daerzh Pesangkat Daersh
)
001, 05, 42 Blmbingan Jumlah ASNyang 167,590,000 177,500,000
Teknis mengikuti 480 164,190,000 4600 4ho0 170,500,000 £7.00 174,400,000 %7.00 54,890,006
Implement bimbingan tknis
asl implementasi
Peraturan. peraturan
Perundang- perundang -
Undangan wndangan (Orzng)
©01. 03, 10 Sosialisasi Jumtah ASN yang 31,100,000 33,200,000
Peraturan mengikyd 5000 39,465,060 450.08 450.00 3,800,000 480.00 32,500,000 £50.00 155,065,000
Perundang- | sorielisesl
Undangan peraturan
perundang.
undangan {arang)
001.05.03 Pendataan Parsentase 38,800,000 43,300,000
dan kelengkapandata glioo 37,966,259 gBan gf.00 39,606,000 .00 40,400,800 58.00 158,066,255
Pengolahan | adminiatrasl
Administra kepegawalan (%)
3i
Kepagawat
an
ool 06 Administra Penientasa Rata- 507,934,515 518,600,000 552,500,000
siUmum Rata Capalan 9500 95.00 g5.00 29,300,000 9500 540,200,000 4500 2,647,511,415
Perangkat Kinerja
Daerah administrasi
umumPD {%)
oel, 06, 09 Penyelengg | Jumlsh rapat 398,200,000 313,500,000
araan koordinasi dan 135.00 285,411,300 136.00 140,00 301,200,000 1400 307,100,000 150,00 2,508, 611,200
Rapat konsultasl SXPD
Koordinasi yang dillatl (kali}
dan
Kaonsulzas) -

SKPD




o001 cb. o3 Penyedi: Jumlah k 6,200,000
Kompanen instafas| 5.00 53400 500 5§/500,000 $-00 5,700,000 5.00 £900,000 5.00 26,614,400
Instalasi listrik/pererangan
Listrik/Pene | bangunanlkantor
rangan yang di sedlakan
Bangunan {jenis)
Kantor
oo1.06. 08 Penyediaan Jumnlah Barang 184,500,000 195,900,000
Barang catakan danjatau 3.00 189,797,000 3.0 30 189,200,000 3.00 192,000,300 3.00 941,357,000
Catakan panggancaan yang
dan disadizkan {Junis)
Pengganda
an
ooz 06. 04 Penyediaan | Jumiah bahan 5800,000
Bahan logistik kantor 18.e0 5,034,258 18.00 5,200,000 1800 £,400,000 15.00 5,600,000 1Boo 27,033,250
Logistik yang disadiakan
Kantor {lanis)
oot ¢b. o8 Faxilitasl Jurnlah tamwyang 13,500,000 12,490,000
Kunjungan difasilitasl (Orang) 500.00 11,255,000 500,00 50a.00 13,600,000 500.00 12,100,000 500,00 £5,050,000
Tamu
ool 06,02 Penyedi Jumiah paral 3,000,000
Paralatan dan perlengkapan 200 2,187,565 4.00 2,500,060 400 2,500,000 400 3,500,000 4.00 12,687,565
dan kantoryang
Perlengkap diadakan [Unit)
an Kantor
o0, 0, o6 Penyediaan | Jumlah 14,200,000 15,100,000
Bahan Panysdizan bahan 13200 13,920,000 13200 13200 14,500,000 132.00 14,800,000 132.00 72,520,000
Bacsandan bacpan dan
Peraturan peraturan
Peryndang- { perundang-
undangan undangan
{eksarmplar)
oot &7 Pengadaan Pertantasy BMD- 604,000,000 604,000,000
Barang PD panunjang 57.00 09,500,000 97.00 g7.00 604,000,000 97.00 604,000,000 97.00 3,025,600,000
Mtk yang tarpanuhi
Daerah (%)
Panunjang
Unuzan
Pemarintah

Dazarah




©01.07. 10 Pengadaan Jumlah sarana dan 5000, 000
Seranadan prasarana gedung 1.00 3,200,000 2,00 4,000,000 2.00 £ 000,000 2.00 4,000,000 2,00 14,200,000
Prasarana kantor atau
Gedung bangunan lainnya
Kantoratau | yangdiadakan
Bangunan {Unity
Lainnya
001.07.06 P d. Jumlah paral 550,000,000 £50,000,000
Perslatan danmasin lalnys 10.00 541,500,000 10.00 1108 $59,000,000 1L00 550,000,000 1106 2/74%,500,600
dan Mesin yang dladakon
Lainnya {Unit)
ool &7, 05 Pengsdaan durrish mebel £0,000,000 50,000,000
Mebel yang dladakan £.00 64,909,000 4.00 4.00 50,080,000 £0Q £0,080,000 4.00 264,900,000
tunity
oo1.08 Fenyediaan | Persantase Rew- 28z, Boo,a00 303,300,080
Jasa Rata Capatan Kiner g8.c0 279,454,510 58.00 58.00 291,200,000 9B.00 297,799,000 g8.00 1,657.954,520
Penunjang Jasa panunjang
Urusan urusan
Pemerintah | pemerintahan
an Dsareh dasrah {'%)
001.88. 04 Panyediaan | Jumlah jasatenaga 43,700,000 By {00,000
lasa pelryananumum 3.00 40,800,000 3.00 3.00 432,600,000 3.00 41,500,000 3.00 213,000,000
Pelayanen kanter yang
Umum dibayarken
Kantor (Crang)
001, 08. 02 Penyedizan | Jumlah rekening 215, 800,000 229,100,000
Jasa tetepon, listrik dan 18.00 211,500,000 18.00 18.00 220,200,000 18.00 224,708,600 18.00 110,400,000
Kemunikasi | airyang
» Sumber tarbayarkan
Daya Air {Rekening}
danListrik
co1.03. 1 Penyedfaan | Jumlzh surat 26,300,000 25,790,000
Jasa Surat masuk dan keluar 4,000.0 v 27,154,530 4,000,096 £,000.0 18,900,000 £,000.0 15,500,000 4,000,600 153,554,520
Menyurat yang [ o ]

disdministrasikan
{Surat}




001, 89 Pemelihara Persentase Barang 198,008,000 19%,600,000
an Barang Milik Daerah Q500 187,920,000 95.00 9580 192,200,000 500 154,400,000 §5.00 961,110,000
Milik penunjang urusan
Daerah pemerintahan
Penunjang yang terpellhara
Urusan denganbaik ('36)
Pamerintah
an Dagrah

001, 09.01 Penyediaan | Jumieh kendaraan 56,300,000 55,700,000
Jasa parorangandinas B.oo 564,920,000 8.00 8.00 57,300,000 B.00 56,500,000 B.00 286,520,000
Pametlhara atav|abatanyang
an, Blaya dipalihare (unlt)
Pematihara
andan
Pajak
Kendarazan
Perprangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan

001, 09, 09 Pemelihara Jurniah gedung 45,500,000 48,900,000
arfRehabif} kantor danjatau 1.00 45,000,000 1.00 1.00 45,900,000 1.00 47,500,060 1.00 234,500,000
tasi bangunan lainnya
Gadung yang
Kantor dan dipalihara/direhabl
Bangunan litasl (Unit)
Lainnya

ool 0Y. 66 Pemelihara Jumlah peralatan 88,000,000 88,000,000
an danmasinlainnya $0.00 88,000,000 i< £5.00 88,000,000 55.00 868,000,000 5500 540,000,000
Perafatan yang dipelihara
dan Mesin {Unity
Lainnya

TOTAL 12,267 903118 12,4385,000,000 12,4%2,300,000 12,750,200,000 12,911,700.000 62.938,003,116
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